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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Keterikatan hubungan kerja antara perusahaan dengan pekerja 

tidak terlepas dari adanya Perjanjian kerja. Definisi Perjanjian dimuat di 

dalam Pasal 1313 KUHPerdata yaitu, Suatu Perjanjian adalah suatu 

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 

terhadap satu orang lain atau lebih. Menurut Subekti, suatu perjanjian 

merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, 

atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.1 

Pada Dasarnya perjanjian kerja berbeda dengan perjanjian, baik 

pengaturannya maupun isinya. Perjanjian kerja tercantum dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1601 huruf (a) adalah suatu 

perjanjian dimana pihak yang satu, buruh, mengikatkan diri untuk bekerja 

pada pihak yang lain, majikan, selama suatu waktu tertentu, dengan 

menerima upah. Perjanjian kerja menurut Undang-Undang Tenaga Kerja 

Tahun 2003 Pasal 1 Angka 14 adalah perjanjian antara pekerja/buruh 

dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, 

hak dan kewajiban para pihak.2 Perjanjian kerja memuat ketentuan-

ketentuan yang berkenaan dengan hubungan kerja, yaitu hak dan 

kewajiban pekerja maupun pengusaha/perusahaan yang dilakukan 

 
1 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT. Intermasa, 2001, hlm. 36 
2 Tim Redaksi Pustaka Yustisia, Pedoman Terbaru Outsourcing Dan Perjanjian 

Kerja: Peraturan 2012 Tentang Outsourching Dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, 

Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012, hlm. 26 
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 perseorangan, sedangkan apabila ketentuan-ketentuan tersebut 

merupakan hasil perundingan perusahaan dengan organisasi pekerja maka 

perjanjian semacam ini disebut dengan perjanjian perburuhan. Namun 

tidak menutup kemungkinan ketentuan-ketentuan tersebut ditetapkan 

dalam peraturan perusahaan, yaitu peraturan yang secara sepihak 

ditetapkan oleh perusahaan. Hubungan kerja antara perusahaan dan 

pekerja diatur di dalam perjanjian kerja. Perjanjian kerja menurut 

bentuknya ada dua yaitu berbentuk lisan dan tulisan, yaitu sebagai 

berikut:3 

a) Berbentuk Lisan/ Tidak tertulis, meskipun Perjanjian kerja dibuat 

secara tidak tertulis, namun Perjanjian kerja jenis ini tetap bisa 

mengikat pekerja dan pengusaha untuk melaksanakan isi Perjanjian 

kerja tersebut. Tentu saja Perjanjian kerja jenis ini mempunyai 

kelemahan fatal yaitu apabila ada beberapa isi Perjanjian kerja yang 

ternyata tidak dilaksanakan oleh pengusaha karena tidak pernah 

dituangkan secara tertulis sehingga merugikan pekerja. 

b) Berbentuk Tulisan, perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tulisan, 

dapat dipakai sebagai bukti tertulis apabila muncul perselisihan 

hubungan industrial yang memerlukan adanya bukti-bukti dan 

dapatdijadikan pegangan terutama bagi buruh apabila ada beberapa 

kesepakatan yang tidak dilaksanakan oleh pengusaha yang merugikan 

 
3 Adrian Sutedi, Hukum Perburuhan, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 48 
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buruh. Dibuat dalam rangkap 2 yang mempunyai kekuatan hukum 

yang sama, masing-masing buruh dengan pengusaha harus mendapat 

dan menyimpan Perjanjian Kerja (Pasal 54 ayat 3 Undang-Undang 

No. 13 Tahun 2003). 

Dijelaskan di dalam Pasal 54 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 

Tentang Tenaga Kerja, bahwa Perjanjian kerja yang dibuat secara tertulis 

sekurang-kurangnya harus memuat: 

a. nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha 

b. nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh 

c. jabatan atau jenis pekerjaan 

d. tempat pekerjaan 

e. besarnya upah dan cara pembayarannya 

f. syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan 

pekerja/buruh 

g. mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja 

h. tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat dan ditandatangani para 

pihak dalam perjanjian kerja. 

Perjanjian kerja yang telah dibuat oleh para pihak tersebut 

mengikat kepada kedua belah pihak yaitu tidak hanya kepada pekerja akan 

tetapi juga kepada perusahaan yang menerima pekerjaan tersebut. Bila 

salah satu pihak melanggar atau memutus Perjanjian kerja tersebut maka 
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pihak yang memutus tersebut akan mendapat konsekuensi sebagaimana 

yang tertuang dalam perjanjian kerja tersebut. 

Berdasarkan Pada Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 

2003 Tentang Tenaga Kerja, jangka waktu dari perjanjian kerja dibagi 

menjadi dua macam, yaitu Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dan 

Perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). Perjanjian kerja waktu 

tertentu dalam menjalankan pekerjaannya haruslah bersifat sekali selesai 

atau sementara. Diperkirakan pekerjaan tersebut juga memakan waktu 

yang tidak terlalu lama, maksimal adalah tiga tahun. Sedangkan Perjanjian 

kerja waktu tidak tertentu adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh 

dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap, 

pekerjanya sering disebut karyawan tetap. 

Perjanjian kerja waktu tertentu memiliki kelebihan dan kekurangan 

dalam pelaksanaannya. Kelebihan perjanjian kerja waktu tertentu yaitu: 1) 

Efektifitas dan efisiensi biaya perusahaan, 2) Bagi pengusaha bisa 

mendapatkan pekerja dengan cepat dan mudah, 3) Dengan perjanjian kerja 

sistem kontrak dapat dilakukan kualifikasi. Sedangkan kekurangan 

perjanjian sistem kerja kontrak yaitu: 1) Ketidakpastian status pekerja dan 

masa kerja yang tidak jelas karena perjanjian sistem kontrak, sehingga 

menimbulkan rasa tidak aman bagi pekerja, 2) Tidak ada jenjang karir, 

karena sistem kerja kontrak mengakibatkan karyawan susah memegang 

jabatan tinggi, 3) Tidak adanya pemberian tunjangan dan jaminan hari tua, 
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dan 4) Upah yang diberikan terhadap karyawan kontrak tidak sama dengan 

pegawai tetap.4 

Praktik dalam sistem kerja Perjanjian atau perjanjian kerja di 

Indonesia menimbulkan berbagai permasalahan yang juga berbeda-beda 

antar perusahaan. Ada perusahaan yang memang menjalankannya sesuai 

dengan ketentuan atau Undang-undang, dan tidak sedikit pula perusahaan 

yang melanggar dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi. 

Permasalahan yang terjadi secara umum, biasanya disebabkan karena di 

satu sisi perusahaan (pengusaha) berusaha untuk mempertahankan status 

Perjanjian (PKWT) dan pada buruh dengan mencari celah dalam undang-

Undang. Sementara itu, di sisi lain para buruh ingin meningkatkan 

kesejahteraannya dengan berusaha menjadi pekerja tetap atau Perjanjian 

Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan melihat permasalahan yang 

terjadi sebagai pelanggaran dalam ketentuan undang-undang.5 

Permasalahan yang timbul adalah bila perusahaan yang 

mengontrak perkerja terpaksa memutus Perjanjian kerja secara sepihak 

dengan alasan perusahaan tidak mampu memperkerjakan mereka dengan 

alasan telah terjadi wabah penyakit yang tidak hanya mengganggu 

kesehatan akan tetapi mengganggu perekonomian dari perusahaan 

tersebut. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam suatu hubungan kerja 

 
4 Tim Redaksi Pustaka Yustisia, Op.Cit., hlm. 82 
5 Aditya Juniarto Pradipta, Berbagai Permasalahan dalam Sistem Kerja Perjanjian 

dan Outsourcing di Indonesia, 2015, dalam http://www.belonomi.com/ 2015/ 07/ berbagai 

permasalahan-dalam-sistem.html, diakses pada tanggal 17 Desember 2020, Pukul 16.34 WIB 

http://www.belonomi.com/%202015/%2007/%20berbagai%20permasalahan-dalam-sistem.html
http://www.belonomi.com/%202015/%2007/%20berbagai%20permasalahan-dalam-sistem.html
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adalah suatu hal yang wajar terjadi. Ada beberapa hal sebagai penyebab 

terjadinya PHK, diantaranya:6 

a) Pemutusan hubungan kerja demi hukum; 

b) Pemutusan hubungan kerja atas Putusan Pengadilan; 

c) Pemutusan hubungan kerja oleh pekerja sendiri; 

d) Pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha. 

PHK demi hukum bisa terjadi karena berakhirnya perjanjian kerja 

waktu tertentu, pekerja mencapai usia pensiun, atau pekerja meninggal 

dunia. PHK karena adanya putusan pengadilan yang sudah mempunyai 

kekuatan hukum tetap, sementara PHK oleh pekerja sendiri bisa terjadi 

murni atas kemauan pekerja sendiri tanpa adanya rekayasa dari pihak lain, 

sedangkan PHK yang terjadi oleh pengusaha karena adanya pelanggaran 

atau kesalahan yang dilakukan oleh pekerja atau mungkin karena faktor-

faktor lain seperti rasionalisasi pekerja, penutupan perusahaan karena rugi 

dan lain sebagainya. 

Pada saat ini, Dunia sedang menghadapi permasalahan yang sangat 

krusial dengan kehadiran Covid-19 yang telah menyebarluas ke seluruh 

dunia termasuk Indonesia. Dilematis berbagai negara dalam 

menanggulangi Covid-19 membuat pemerintahan bahkan masyarakat 

merasakan dampak pada kesehatan maupun perekonomian. Beberapa 

perusahaan mengambil langkah untuk mengurangi kerugian akibat Covid-

 
6 Faisal Salam, Moch, Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Industrial di Indonesia, 

Bandung: Mandar Maju, 2009, hlm. 27 
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19. Salah satu langkah yang diambil oleh beberapa perusahaan di 

Indonesia yaitu harus melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada 

para karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. 

Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) 

yang bisa disebut sebagai virus corona adalah jenis baru dari corona virus 

yang menular ke manusia, dan dapat menular kepada siapa saja baik itu 

anak-anak, orang dewasa, sampai lansia. Menurut organisasi kesehatan 

dunia World Health Organization (WHO) virus corona adalah virus yang 

dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia, dan pertama kali 

ditemukan di negara Cina pada akhir tahun 2019. Pada hari Rabu tanggal 

11 Maret 2020 Direktur Jenderal World Health Organization (WHO) 

Tedros Adhanom Ghereyesus secara resmi telah mengumumkan bahwa 

virus corona sebagai pandemi global.7 

Berdasarkan keterangan yang diberikan Menteri Perindustrian, 

Agus Gumiwan Kartasasmita, beberapa industri di Indonesia mengalami 

penurunan produksi hampir 50% dikarenakan kesulitan mendapatkan 

bahan baku produksi. Selain itu juga dikarenakan turunnya permintaan dan 

penjualan pada beberapa industri. Menurut Yustisia situasi penurunan 

produksi sebuah perusahaan dapat menyebabkan perusahaan tersebut 

mengalami kerugian, sehingga dapat menyebabkan terjadinya Pemutusan 

 
7 Hasibuan L, WHO Sebut Covid Menyebar di Udara, Catat Panduan Barunya, 2020, 

dalam https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200712091017-37-171991/who-sebut-Covid-

menyebar-di-udara-catat-panduan-barunya, diakses pada tanggal 21 Desember 2020, Pukul  

19.22 WIB 

https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200712091017-37-171991/who-sebut-covid-menyebar-di-udara-catat-panduan-barunya
https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200712091017-37-171991/who-sebut-covid-menyebar-di-udara-catat-panduan-barunya
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Hubungan Kerja (PHK) kepada para karyawannya.8 Pemutusan hubungan 

kerja bukanlah sebuah cerita yang asing lagi. Hal ini diakibatkan lemahnya 

perekonomian makro di Indonesia. Indonesia sendiri masih mengandalkan 

investasi asing untuk menghidupi perekonomian dalam negeri, sehingga 

apabila terjadi gejolak ekonomi global maka ekonomi dalam negeri dapat 

mengalami pelemahan secara signifikan. 

Berdasarkan data yang dilansir dari Kementrian Tenaga Kerja, 

terdapat 2,8 juta pekerja yang terkena dampak langsung akibat Covid-19. 

Mereka terdiri dari 1,7 juta pekerja formal dirumahkan dan 749,4 ribu di-

PHK. Namun naasnya perusahaan yang memutus hubungan bekerja 

berdalih dengan alasan “force majeure”. Alasan tersebut, menjadi 

perdebatan di kalangan para pekerja maupun ahli yang 

mempermasalahkan alasan force majeure bisa diterima atau tidak dalam 

memutus hubungan kerja dimasa pandemi Covid-19.9 

Force majeure atau Keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang 

terjadi setelah dibuatnya perjanjian yang menghalangi debitur untuk 

memenuhi prestasinya. Dalam hal ini debitur tidak dapat dipersalahkan 

dan tidak harus menanggung resiko dan tidak dapat menduga terjadinya 

suatu tersebut pada waktu akad perjanjian dibuat. Force majeure akibat 

kejadian tidak terduga tersebut bisa dikarenakan terjadinya suatu hal yang 

 
8 CNN Indonesia, Pekerja Dirumahkan dan Kena PHK Akibat Corona Capai 3,05 

Juta, 2020, dalam https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/ 20200720114203-92-526610/ 

pekerja-dirumahkan-dan-kena-phk-akibat-corona-capai-305-juta, diakses pada tanggal 21 

Desember 2020, Pukul  18.37 WIB 
9 Ibid. 

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/%2020200720114203-92-526610/%20pekerja-dirumahkan-dan-kena-phk-akibat-corona-capai-305-juta
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/%2020200720114203-92-526610/%20pekerja-dirumahkan-dan-kena-phk-akibat-corona-capai-305-juta
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diluar kekuasaan debitur yang mana keadaan tersebut bisa dijadikan alasan 

untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi.10 

Menurut R. Subekti, syarat suatu keadaan dikatakan force majeure 

adalah Keadaan itu sendiri di luar kekuasaan si berutang dan memaksa dan 

keadaan tersebut harus keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu 

perjanjian itu dibuat, setidaknya resikonya tidak dipikul oleh si berutang. 

Force Majeure tidak bisa secara cepat atau dalam arti serta merta dijadikan 

alasan pembatalan perjanjian juga dalam arti pembatalan perjanjian 

dengan alasan force majeure tergantung pada isi klausul yang terkandung 

dalam perjanjian tersebut. Artinya harus dilihat dulu apakah di dalam 

klausul perjanjian tersebut ada kesepakatan bahwa jika terjadi force 

majeure isi perjanjian bisa disimpangi. Jadi harus ada klausul dalam 

kesepakatan itu. Itu pun harus dilihat pula pada jenis force majeure yang 

terjadi yang juga dicantumkan dalam klausul perjanjian, apakah dalam hal 

tersebut termasuk force majeure absolut atau force majeure relatif.11 

Force majeure absolut adalah kejadian yang secara mutlak 

meniadakan kemampuan pihak untuk memenuhi prestasinya seperti 

musnahnya bangunan yang dijadikan jaminan perjanjian karena bencana 

alam yang menyebabkannya ambles dan hilang seperti gempa yang terjadi 

di Palu pada tahun 2018 yang menyebabkan adanya rumah-rumah dan 

hotel berbintang lenyap ditelan bumi. Force majeure relatif adalah force 

 
10 Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah 

Hukum, Jakarta: Prenamedia Group, 2018, hlm. 115 
11 Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 271 
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majeure yang mengubah keadaan tetapi masih ada alternatif-alternatif atau 

jalan keluar penyelesaian masalah yang dapat disubstitusikan, 

dikompensasi, ditunda, dan sebagainya seperti terhalangnya penyampaian 

barang karena alat transportasi yang membawanya mengalami kecelakaan. 

Terjadinya peristiwa berupa force majeure dalam bentuk 

ketidakmungkinan (impossibility) untuk melaksanakan prestasi adalah 

dalam hal sama sekali dalam keadaan apa pun pihak debitur tidak mungkin 

lagi memenuhi prestasinya.12 

Pandemi Covid-19 dijadikan alasan pembenaran perusahaan 

terhadap pekerja. Pemutusan hubungan kerja sepihak yang dilakukan 

perusahaan membawa dampak semakin meningkatnya pengangguran yang 

ada di Indonesia. Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan di tengah 

pandemi tanpa adanya pesangon kepada pekerja mencerminkan adanya 

pelanggaran hak asasi manusia. 

Menteri Tenaga Kerja, dalam pernyataannya terkait force majeure 

yang berkonsekuensi kepada para pekerja dengan memutus hubungan 

kerja tidak mendukung alasan-alasan perusahaan tersebut, beliau 

menghimbau bahwa perusahaan seharusnya membuat langkah yang bisa 

ditempuh seperti mengurangi upah dan fasilitas manajer serta direktur, 

mengurangi shift kerja, membatasi kerja lembur atau merumahkan buruh 

untuk sementara waktu. Namun beberapa perusahaan yang sudah 

mengeluarkan kebijakan untuk memutus hubungan kerja tetap berdalih 

 
12 Ibid. 
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mereka tidak memiliki dana yang cukup untuk membayar pesangon atau 

upah para pekerja. Hal tersebut menyalahi Peraturan tenagakerja yang 

menyatakan bahwa perusahaan boleh tutup jika sudah mencapai kerugian 

selama 2 tahun. Sedangkan Covid-19 ini belum mencapai atau memasuki 

setengah tahun. Alasan force majeure yang dipakai oleh beberapa 

perusahaan tidak dapat diterima oleh beberapa kalangan.13 

Pandemi Covid-19 telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai 

bencana nasional, namun hal tersebut tidak berarti secara otomatis 

membuat pasal keadaan memaksa menjadi berlaku. Penetapan pemerintah 

tersebut memiliki lingkup dan tujuan yang berbeda dan harus dilihat 

terpisah dari apa yang diatur oleh Undang-Undang Tenaga Kerja dan 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait hubungan antara para pihak. 

Oleh karenanya, ketika ada sebuah rencana untuk mengakhiri hubungan 

kerja dengan alasan keadaan memaksa, kita harus merujuk pada Pasal 61 

Ayat 1 huruf (d) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga 

Kerja yang bersisi “adanya keadaan atau kejadian tertentu yang 

dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian 

kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja”. 

Dengan mengacu kepada pasal tersebut, maka pengusaha dan 

pekerja harus melihat kembali Perjanjian Kerja untuk memastikan apakah 

secara spesifik keadaan memaksa (force majeure) memang menjadi salah 

 
13 Vicko Taniady, Novi Wahyu Riwayanti dkk, “PHK Dan Pandemi Covid-19: Suatu 

Tinjauan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan Di Indonesia”, 

Universitas Jember: Jurnal Yustisiabel,  Vol. 4 No. 2, Oktober 2020, hlm. 12  
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satu pasal yang diatur dalam perrjanjian kerja untuk mengakhiri hubungan 

kerja. Para pihak juga perlu menentukan bagaimana perjanjian kerja 

mendefinisikan “force majeure”. Sehingga alasan perusahaan melakukan 

PHK terhadap pekerja dapat dilihat, apakah memang terjadi karena Covid-

19, atau alasan karena perusahaan tersebut mengalami masalah keuangan 

atau pailit. Karena jika didasari oleh perusahaan mengalami masalah 

keuangan, maka perusahaan tersebut tidak dapat menjadikan Covid-19 

menjadi alasan untuk melakukan PHK terhadap karyawannya, dan juga 

Covid-19 bukanlah termasuk force majeure, karena Covid-19 bukan 

termasuk bencana alam. 

Dari ketentuan pada Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang 

Ketenagakerjaan, menyebutkan bahwa pengusaha, pekerja/buruh, serikat 

pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, harus mengupayakan agar tidak 

terjadi pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja. Pada pasal ini pun 

mengamanatkan agar pemerintah, pengusaha, buruh dan serikat buruh 

saling bahu-membahu menghindari pemutusan hubungan kerja untuk 

mengentaskan permasalahan perekonomian pada krisis ekonomi negara 

agar tidak berimbas pada keberlanjutan hidup pekerja Indonesia. 

Pemutusan hubungan kerja saat negara mengalami krisis perekonomian 

bukanlah suatu langkah yang tepat dalam mengatasi suatu permasalahan 

apalagi dilakukan secara sepihak. Ketika negara dilanda pandemi, yang 

membuat ketidakstabilan perekonomian. 
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Berdasarkan atas dasar penjelasan perundang-undangan dan fakta-

fakta yang telah dipaparkan di atas, penulis menarik kesimpulan bahwa 

jika pengaturan tentang proses PHK terhadap  pekerja dengan alasan 

Covid – 19 sebagai force majeur, sehingga Perusahaan dapat memutuskan 

hubungan kerja tanpa mememberikan hak–hak yang sesuai sebagaimana 

diatur di dalam Undang- Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Tenaga 

Kerja dan jika dilakukan secara terus-menerus oleh perusahaan dengan 

alasan seperti ini maka keadilan tidak akan tercapai. 

Hal inilah yang menjadi dasar bagi Penulis untuk melakukan 

penelitian dengan judul Pengaturan Pemutusan Perjanjian Kerja 

Antara Perusahaan Dengan Pekerja Yang Disebabkan Pandemi 

Covid-19 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam  latar belakang masalah 

di atas, penulis mengidentifikasi permasalahan untuk dibahas secara 

terperinci dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaturan pemutusan perjanjian kerja antara 

perusahaan dengan pekerja  yang disebabkan Pandemi Covid-19? 
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2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemutusan perjanjian 

kerja antara perusahaan dengan pekerja yang disebabkan Pandemi 

Covid-19? 

3. Bagaimana pengaturan yang seharusnya mengenai pemutusan 

perjanjian kerja antara perusahaan dengan pekerja  yang disebabkan 

Pandemi Covid-19? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berikut ini merupakan tujuan dan manfaat dilakukannya penelitian oleh 

penulis, yaitu: 

1. Tujuan Penelitian 

1) Untuk menjelaskan dan menganalisis pengaturan pemutusan 

perjanjian kerja antara perusahaan dengan pekerja  karena Covid-

19. 

2) Untuk menjelaskan dan menganalisis perlindungan hukum 

terhadap pekerja yang terkena PHK secara sepihak dengan alasan 

pandemi covid-19. 

3) Untuk menggagas pengaturan yang seharusnya mengenai 

pemutusan perjanjian kerja antara perusahaan dengan pekerja  

karena Covid-19. 

2. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dan 

secara praktis, yakni: 
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1) Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, dari penelitian ini dapat menjelaskan dan 

menganalisispermasalahan serta memberikan sumbangsih 

pemikiran guna pengembangan ilmu hukum perdata khususnya 

Hukum Ketenagaakerjaan terkait tentang Pemutusan Perjanjian 

Kerja Oleh Perusahaan Dengan Alasan Terjadinya Covid-19. 

2) Manfaat Praktis 

a. Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

bagi perusahaan dalam hal memberikan hak-hak kepada 

Pekerja yang diputuskan Perjanjian Kerjanya karena Alasan 

Terjadinya Wabah Penyakit (Covid-19). 

b. Pekerja 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan yang 

bermanfaat bagi pekerja untuk mendapatkan hak-haknya 

ketika diputuskan Perjanjian Kerjanya oleh perusahaan karena 

Alasan Terjadinya Wabah Penyakit (Covid-19). 

c. Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan yang 

bermanfaat bagi Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah 

dalam hal sebagai pembentuk peraturan perundang-undangan 

terkait dengan teangakerja dapat memberikan keadilan dan 

memberikan win win solution baik kepada Perusahaan maupun 
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kepada pekerja apabila terjadi diputuskan Perjanjian Kerjanya 

oleh perusahaan karena Alasan Terjadinya Wabah Penyakit. 

d. Stake Holder 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan yang 

bermanfaat bagi Stake Holder untuk melakukan pengawasan 

terhadap hak-hak pekerja yang dihentikan perjanjian kerjanya. 

e. Lembaga Swadaya Masyarakat 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan yang 

bermanfaat bagi Lembaga Swadaya Masyarakat dalam hal 

melindungi dan mengawasi setiap hak-hak dari pekerja apabila 

terjadi diputuskan Perjanjian Kerjanya oleh perusahaan karena 

Alasan Terjadinya Wabah Penyakit. 

D. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup bahasan penelitian meliputi bahasan yaitu dibatasi 

dengan memfokuskan pokok bahasan mengenai Pengaturan Pemutusan 

Perjanjian Kerja Antara Perusahaan Dengan Pekerja Yang Disebabkan 

Pandemi Covid-19,mengenai pengaturan pemutusan hubungan kerja 

dan perlindungan akibat adanya pemutusan hubungan kerja serta 

pengaturan pemutusan hubungan kerja dimasa yang akan datang dalam 

keadaan memaksa,bahasan penelitian difokuskan pada Perseroan 

Terbatas (PT) yang pada umumnya banyak mempekerjakan pekerja. 
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E. Kerangka Teoritik 

Dalam suatu penelitian ilmu hukum, kerangka teori dapat diuraikan 

menjadi Grand Theory, Middle Range Theory, dan Applied Theory.14 

Adapun teori-teori yang digunakan dalam menjawab rumusan masalah di 

atas adalah: 

1. Grand Theory 

1. Teori Keadilan 

Tujuan hukum yang pertama dan paling utama adalah 

keadilan. Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai 

keadaan yang hendak diwujudkanoleh hukum. Upaya untuk 

mewujudkan keadilan dalam hukum tersebutmerupakan proses 

yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali 

juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam 

kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya, 

sehingga diskursus tentang keadilan begitu panjang dalam lintasan 

sejarah filsafat hukum. 

John Rawls menjelaskan bahwa inti dari teori keadilan 

sosial adalah thedifference principle dan the principle of fair 

equality of opportunity. Inti the difference principle,adalah bahwa 

perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan 

manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang 

 
14 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UIPress, 2006, hlm. 53. 

Kerangka teoritis adalah berupa konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau 

kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap 

dimensidimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. 
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beruntung. Sementara itu, the principle of fair equality of 

opportunity menunjukkan pada mereka yang paling kurang 

mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, 

pendapat dan otoritas. Mereka inilah yangharus diberi 

perlindungan khusus.15 

Rawls mengajarkan teori mengenai prinsip-prinsip keadilan 

terutama sebagai alternatif bagi teori utilitarisme sebagaimana 

dikemukakan, Rawls berpendapat bahwa dalam masyarakat yang 

diatur menurut prinsip-prinsip utilitarisme, orang-orangnya akan 

kehilangan harga diri, disamping itu juga pelayanan demi 

perkembangan bersama akan lenyap. Sehingga menurut Rawls, 

situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian 

rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang 

paling lemah.16 

2. Teori Keadilan Perdata 

Menurut Suhrawardi K. Lubis dalam bukunya “Etika 

Profesi Hukum”, mengemukakan “bahwa Adil atau Keadilan 

adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan 

kewajiban. Apabila ada pengakuan dan perlakuan yang seimbang 

antara hak dan kewajiban, dengan sendirinya apabila kita 

mengakui hak hidup, maka sebaiknya kita harus mempertahankan 

hak hidup tersebut dengan jalan bekerjakeras, dan kerja keras yang 

 
15 John Rawls, A Theory of Justice. Teori Keadilan, (diterjemahkan oleh Uzair Fauzan 

dan Heru Prasetyo), Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 30 
16 Ibid. 
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kita lakukan tidak pula menimbulkan kerugian terhadap orang-

orang, karena orang lain itu juga memiliki hak yang sama. Dengan 

pengakuan hidup orang lain, otomatis kita wajib memberikan 

kesempatan kepada orang lain tersebut untuk mempertahankan 

hak individunya”.17 

Selanjutnya, Thomas Aquinas seorang tokoh filsuf hukum 

alam, mengelompokkan keadilan menjadi dua, yaitu:18 

1. Keadilan umum, yaitu keadilan menurut kehendak Undang-

Undang yang harus ditunaikan demi kepentingan umum.  

2. Keadilan khusus, yaitu keadilan yang didasarkan pada asas 

kesamaan atau proposionalitas. 

Peter Mahmud Marzuki menyebut asas proporsionalitas 

dengan istilah “equitability contract” dengan unsur justice serta 

fairness. Makna “equitability” menunjukkan suatu hubungan yang 

setara (kesetaraan), tidak berat sebelah dan adil (fair), artinya 

hubungan kontraktual tersebut pada dasarnya berlangsung secara 

proporsional dan wajar.19 

Ukuran proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban 

didasarkan pada nilai-nilai kesetaraan (equitability), kebebasan, 

distribusi-proporsional, tentunya juga tidak dapat dilepaskan dari 

 
17 Suhrawardi K. Lubis, Etika Profesi Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 1994, hlm. 67 
18 Nursidik, Kebenaran Dan Keadilan Dalam Putusan Hakim, Dalam Jurnal Mimbar 

Hukum Dan Peradilan, Edisi 74, Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat 

Madani, 2011, hlm. 11 
19 Peter Mahmud Marzuki, “Batas-Batas Kebebasan Berkontrak”, Yuridika, Vol. 18 

No. 3, Mei 2003, hlm. 205 
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asas atau prinsip kecermatan (zorgvuldigheid), kelayakan 

(redelijkheid; reasonableness) dan kepatutan (billijkheid; equity). 

Untuk menemukan azas proporsionalitas dengan menggunakan 

kriteria atau ukuran nilai-nilai tersebut di atas, hendaknya tidak 

diartikan akan diperoleh hasil temuan berupa angka-angka 

matematis. Asas proporsionalitas tidak mempermasalahkan 

keseimbangan (kesamaan) hasil secara matematis, namun lebih 

menekankan proporsi pembagian hak dan kewajiban di antara para 

pihak yang berlangsung secara layak dan patut (fair and 

reasonable).20 

2. Middle Theory 

1. Teori Perjanjian Kerja 

Perjanjian kerja yang dalam Bahasa Belanda disebut 

Arbeidsoverenkoms, mempunyai beberapa pengertian diantaranya: 

Pasal 1601 a KUH Perdata:   

“Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak 

yang satu sebagai buruh atau pekerja mengikatkan dirinya 

untuk dibawah perintahnya/bekerja pada pihak lainnya 

sebagai majikan dengan mendapatkan upah selama waktu 

tertentu”. 

 

 

 

Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Tenaga Kerja:  

“Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian antara 

pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang 

memuat syarat-syarat kerja, serta hak dan kewajiban para 

pihak”. 

 
20 Ibid. 
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Pengertian yang ditentukan pada Pasal 1601 a KUH Perdata 

tersebut, ada dikemukakan perkataan “di bawah perintah” maka 

perkataan inilah yang merupakan norma dalam Perjanjian Kerja 

dan yang membedakan antara Perjanjian Kerja dengan perjanjian-

perjanjian lainnya. Perihal ketentuan “dibawah perintah” ini 

mengandung arti bahwa salah satu pihak yang mengadakan 

Perjanjian Kerja harus tunduk pada pihak yang lainnya, atau di 

bawah perintah atau pimpinan pihak lain, berarti ada unsur 

wewenang perintah. Dan dengan adanya wewenang perintah 

berarti antara kedua belah pihak ada kedudukan yang tidak sama 

yang disebut subordinasi. Jadi disini ada pihak yang 

kedudukannya di atas, yaitu memerintah dan ada pihak yang 

kedudukannya di bawah, yaitu yang diperintah. 

Jelaslah pengertian tentang perjanjian tersebut berlainan 

jika dibandingkan dengan pengertian perjanjian kerja yang 

terdapat dalam Pasal 1601a KUHPerdata. Karena didalam 

ketentuan tersebut dinyatakan dengan tegas adanya dua ketentuan, 

yakni satu pihak mengikatkan diri dan hanya satu pihak pula yang 

di bawah perintah orang lain, pihak ini adalah pihak buruh atau 

pekerja. Sebaliknya pihak yang menurut ketentuan tersebut tidak 

mengikatkan dirinya dan berhak pula untuk memerintah kepada 

orang lain, adalah pihak majikan atau pengusaha. 
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Selain pengertian normatif tersebut di atas, para Pakar 

Hukum Tenaga Kerja Indonesia juga memberikan pengertian 

perjanjian kerja, diantaranya: 

Menurut Imam Soepomo:21 

“Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak 

pertama, buruh, mengikatkan diri untuk bekerja dengan 

menerima upah pada pihak lainnya, majikan, yang 

mengikatkan diri untuk mengerjakan buruh itu dengan 

membayar upah”. 

“Perjanjian antara seorang “buruh” dengan seorang 

“majikan” perjanjian mana yang ditandai oleh cirri-ciri, 

adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan 

dan adanya hubungan diperatas (dierstverhanding) yaitu 

suatu hubungan berdasarkan mana pihak yang satu 

(majikan) berhak memberikan perintah-perintah yang 

harus ditaati oleh pihak yang lain (buruh)”.  

 

Menurut R. Subekti:22 

“Perjanjian kerja itu adalah suatu perjanjian antara orang 

perorang pada satu pihak dengan pihak lain sebagai 

majikan untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan 

mendapatkan upah”. 

 

Untuk sahnya perjanjian kerja, maka pembuatannya harus 

memenuhi syarat materil (Pasal 52, 55, 58, 59, dan 60 Undang-

Undang Ketenagakerjaan) dan syarat formil (Pasal 54 dan 57 

Undang-Undang Ketenagakerjaan). Berbicara bentuk dan isi 

perjanjian kerja berarti berbicara tentang syarat formil suatu 

perjanjian kerja. Walau tidak ada satupun peraturan yang 

mengangkat tentang bentuk dan isi perjanjian, karena dijamin 

dengan adanya “asas kebebasan berPerjanjian” yakni suatu asas 

 
21 Lalu Husni, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2005, hlm. 76 
22 R. Subekti, Aneka Perjanjian, Bandung: Alumni, 1977, hlm. 63 
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yang menyatakan bahwa setiap orang pada dasarnya boleh 

membuat Perjanjian (perjanjian) yang berisi dan macam apapun 

asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan 

ketertiban umum. 

2. Teori Force Majeure 

Keadaan memaksa atau force majeur adalah suatu keadaan 

yang terjadi setelah dibuatya perjanjian yang menghalangi debitur 

untuk memenuhi prestasinya. Dalam hal ini debitur tidak dapat 

diperalahkan dan tidak harus menanggung resiko dan tidak dapat 

menduga terjadinya suatu tersebut pada waktu akad perjajian 

dibuat. Force majeur akibat kejadian tidak terduga tersebut bisa 

dikarenakan terjadinya suatu hal yang diluar kekuasaan debitur 

yang mana keadaan tersebut bisa dijadikan alasa untuk dibebaskan 

dari kewajiban membayar ganti rugi.23 

Terdapat juga pendapat para ahli terkait force majeur, 

diantaranya adalah sebagai berikut:24 

a) Menurut Subekti, force majeur adalah suatu alasan untuk 

dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi. 

b) Menurut Abdulkadir Muhammad, force majeur adalah 

keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh debitur karena 

terjadi peristiwa yang tidak terduga yang mana debitur tidak 

dapat menduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan. 

 
23 Amran Suadi, Op.Cit., hlm. 115 
24 P.N. H. Simanjuntak,  Hukum Perdata Indonesia, Cetakan ke- 3, Jakarta: Kencana, 

2017, hlm. 295 
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c) Menurut Setiawan, force majeur adalah suatu keadaan yang 

terjadi setelah dibuatnya persetujuan yang menghalangi debitur 

untuk memenuhi prestasinya, yang mana debitur tidak dapat 

dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko serta tidak 

dapat menduga pada waktu persetujuan dibuat. Karena semua 

itu sebelum debitur lalai untuk memenuhi prestasinya pada 

saat timbulnya keadaan tersebut. 

Dalam KUH Perdata tidak ditemukan istilah force majeur, 

bahkan tidak menjelaskan apa yang disebut dengan keadaan 

memaksa atau hal terduga tersebut, namun istilah tersebut ditarik 

dari ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata yang mengatur 

tentang ganti rugi, resiko untuk Perjanjian sepihak dalam keadaan 

memaksa ataupun dalam bagian Perjanjian-Perjanjian khusus dan 

tentunya diambil dari kesimpulan-kesimpulan teori-teori hukum 

tentang force majeur, doktrin dan yurisprudensi. Ada beberapa 

pasal yang dapat dijadikan pedoman tentang force majeur di 

dalam KUH Perdata, diantarannya Pasal 1244, 1245, 1545, 1553, 

1444, 1445 dan 1460.25 

Pasal 1244 KUH Perdata menjelaskan terkait pembayaran 

ganti rugi dan bunga apabila si berutang tidak bisa membuktikan 

dirinya mengalami hal yang tak terduga hingga menyebabkan 

 
25 Ibid, hlm. 297 
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dirinya tidak bisa memenuhi prestasinya.26 Pasal 1245 KUH 

Perdata menjelaskan mengenai pembebasan pembayaran biaya, 

rugi dan bunga apabila telah terjadi keadaan memaksa atau karena 

suatu keadaan yang tidak disengaja, siberutang berhalangan 

memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau karena 

hal-hal yang sama telah melakukan perbuatan yang terlarang.27 

Pasal 1545 menjelaskan tentang musnahnya barang tertentu 

yang telah dijanjikan untuk ditukar di luar kesalahan pemiliknya, 

maka persetujuan dianggap gugur dan pihak yang telah memenuhi 

persetujuan dapat menuntut kembali barang yang telah ia berikan 

dalam tukar menukar.28 Pasal 1553 menjelaskan tentang 

musnahnya barang seluruhnya yang disewakan dalam masa sewa 

karena suatu kejadian yang tak disengaja, maka persetujuan sewa 

gugur demi hukum. Jika barang yang bersangkutan hanya 

sebagian musnah, maka penyewa dapat memilih menurut keadaan, 

akan meminta pengurangan atau akan meminta pembatalan 

persetujuan sewa, tetapi dalam kedua hal itu ia tidak berhak atas 

ganti rugi. 29 

Pasal 1444 menjelaskan mengenai hapusnya suatu 

perikatan apabila barang tertentu yang menjadi pokok persetujuan 

musnah, tak dapat diperdagangkan, atau hilang hingga tak 

 
26 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku ke 3 Pasal 1244 
27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku ke 3 Pasal 1245 
28 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku ke 3 Pasal 1545 
29 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku ke 3 Pasal 1553 
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diketahui sama sekali apakah barang itu masih ada atau tidak, 

asalkan barang itu musnah atau hilang di luar kesalahan debitur 

dan sebelum ia lalai menyerahkannya. Meskipun debiur lalai 

menyerahkan barang tersebut, perikatan tetap hapus jika barang itu 

akan musnah juga dengan cara yang sama di tangan kreditur, 

seandainya barang tersebut sudah diserahkan kepadanya. Namun 

dalam hal ini tidak serta merta si berutang bisa sembarangan 

beralasan, karena si berutang diwajibkan membuktikan kejadian 

tak terduga yang dikemukakannya. Dengan cara bagaimanapun 

suatu barang hilang atau musnah, orang yang mengambil barang 

itu sekali-kali tidak bebas dan kewajiban untuk mengganti harga.30 

Pasal 1445 menjelaskan tentang kewajiban memberikan 

hak dan tuntutan tersebut kepada kreditur jika barang yang 

terutang musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang di 

luar kesalahan debitur.31 

Pasal 1460 menjelaskan tentang barang yang dijual itu 

berupa barang yang sudah ditentukan, maka sejak saat pembelian, 

barang itu menjadi tanggungan pembeli, meskipun penyerahannya 

belum dilakukan dan penjual berhak menuntut harganya.32 

3. Applied Theory 

1. Pengaturan Perjanjian Kerja 

 
30 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku ke 3 Pasal 1444 
31 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku ke 3 Pasal 1445 
32 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku ke 3 Pasal 1460 
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Untuk sahnya perjanjian kerja, maka pembuatannya harus 

memenuhi syarat materil (Pasal 52, 55, 58, 59, dan 60 Undang-

Undang Ketenagakerjaan) dan syarat formil (Pasal 54 dan 57 

Undang-Undang Ketenagakerjaan). Berdasarkan ketentuan Pasal 

52 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan, secara materiil 

perjanjian kerja dibuat atas dasar: 

a) Kesepakatan kedua belah pihak; 

b) Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum  

c) Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan 

d) Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan 

ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Dasar huruf a dan b adalah syarat subyektif, sedangkan 

dasar huruf c dan d adalah syarat objektif. Dalam hal terjadi 

dimana perjanjian kerja itu tidak memenuhi syarat subyektif, maka 

perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya, salah satu pihak (yang 

tidak cakap) memiliki hak untuk meminta agar perjanjian itu 

dibatalkan. Kemudian apabila perjanjian kerja itu tidak memenuhi 

syarat objektif, maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya 

perjanjian kerja itu sejak semula dianggap tidak pernah ada. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang 

Ketenagakerjaan, perjanjian kerja berakhir apabila: 

a) Pekerja buruh meninggal dunia; 
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b) Berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;  

c) Adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan 

lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang 

telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau  

d) Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan 

dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian 

kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan 

kerja. 

Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (2) 

Undang-Undang Ketenagakerjaan perjanjian kerja tidak berakhir 

karena meninggalnya pengusaha atau beralihnya hak atas 

perusahaan yang disebabkan penjualan, pewarisan, atau hibah. 

Kemudian dengan keadaan ssat ini terjadinya pandemi 

Covid-19, maka Menteri Tenaga Kerja menerbitkan aturan berupa 

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 

M/3/HK.04/III/2020 yang bertujuan sebagai langkah-langkah guna 

melindungi pekerja/buruh serta kelangsungan usaha. Adapun surat 

edaran tersebut, pada angka II berbunyi, sebagai berikut: 

1. Melaksanakan Pelindungan Pengupahan bagi Pekerja/Buruh 

terkait Pandemi COVID-19. 

2. Bagi pekerja/buruh yang dikategorikan sebagai Orang Dalam 

Pemantauan (ODP) terkait COVID-19 berdasarkan keterangan 

dokter sehingga tidak dapat masuk kerja paling lama 14 
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(empat belas) hari atau sesuai standar Kementerian Kesehatan, 

maka upahnya dibayarkan secara penuh. 

3. Bagi pekerja/buruh yang dikategorikan kasus suspek Covid-19 

dan dikarantina/diisolasi menurut keterangan dokter, maka 

upahnya dibayarkan secara penuh selama menjalani masa 

karantina/isolasi. 

4. Bagi pekerja/buruh yang tidak masuk kerja karena sakit Covid-

19 dan dibuktikan dengan keterangan dokter, maka upahnya 

dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan. 

5. Bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha 

akibat kebijakan pemerintah di daerah masing-masing guna 

pencegahan dan penanggulangan Covid-19, sehingga 

menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja/buruhnya tidak 

masuk kerja, dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha 

maka perubahan besaran maupun cara pembayaran upah 

pekerja/buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara 

pengusaha dengan pekerja/buruh. 

 

F. Kerangka Konseptual 

1. Perjanjian Kerja 

Perjanjian kerja itu adalah suatu perjanjian antara orang 

perorang pada satu pihak dengan pihak lain sebagai majikan untuk 

melaksanakan suatu pekerjaan dengan mendapatkan upah. 



 

30 

 

2. Perusahaan 

Dalam Pasal 1 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 

tentang Wajib Daftar Perusahaan (UWDP), perusahaan adalah Setiap 

bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang menjalankan 

setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan, 

bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk 

tujuan memperoleh keuntungan atau laba”. 

Pengertian Perusahan menurut Molengraaff adalah keseluruhan 

perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, untuk memperoleh 

penghasilan, bertindak keluar, dengan cara memperdagangkan, 

menyerahkan atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan. 

Pengertian perusahaan disini tidak mempersoalkan tentang perusahaan 

sebagai Badan Usaha, namun justru perusahaan sebagai perbuatan, jadi 

terkesan hanya meliputi kegiatan usaha.33 

3. Pekerja 

Pekerja adalah setiap orang yang mampu mengerjakan 

pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk 

memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat. 

4. Pemutusan Kerja 

Pemutusan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena 

suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban 

antara pekerja/buruh dengan pengusaha. 

 
33 Kansil dan Cristine, Hukum Perusahaan Indonesia, Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 

1995, hlm. 1-2 
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5. Corona Virus Disease/Covid-19 

Corona virus merupakan keluarga besar virus yang 

menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia 

biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu 

biasa hingga penyakit yang serius seperti Middle East Respiratory 

Syndrome (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ Severe Acute 

Respiratory Syndrome (SARS). 

G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, pada 

penelitian hukum jenis ini sering kali hukum dikonsepkan sebagai apa 

yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau 

hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan 

patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian Hukum 

normatif pada penulisan tesis ini, menitikberatkan pada pengkajian 

peraturan perundang- undangan terkait Pengaturan Pemutusan 

Perjanjian Kerja Antara Perusahaan Dengan Pekerja Karena Covid-19. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode eksplanatif, 

yaitu menemukan penjelasan tentang mengapa suatu kejadian atau 

gejala terjadi. Tujuan dari penelitian eksplanatif adalah:34  

 
34 Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, Metode Penelitian Kuantitatif, 

Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 43 
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a) Menghubungkan pola-pola yang berbeda namun memiliki 

keterkaitan; 

b) Menghasilkan pola hubungan sebab akibat. 

3. Pendekatan Penelitian 

Jenis pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian 

tesis ini adalah: 

a. Pendekatan secara perundang-undangan (Statute Approach), 

dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi 

yang bersangkut paut dengan permasalahan hukum yang sedang 

ditangani. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh deskripsi 

dan hasil analisis dari telaah semua undang-undang dan regulasi, 

khususnya mengenai ketentuan-ketentuan yang mengatur terkait 

Pemutusan Perjanjian Kerja Oleh Perusahaan Dengan Alasan 

Terjadinya Wabah Penyakit (Covid-19). Metode pendekatan ini 

memberi kesempatan bagi penulis sebagai sarana mempelajari 

kestabilan dan kesesuaian antara sebuah peraturan perundang-

undangan dengan peraturan perundangan lainnya atau undang-

undang dan Undang-Undang Dasar.35 

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) yaitu sebuah 

metode yang berpijak pada pemikiran pemikiran-pemikiran yang 

berkembang pada pengetahuan hukum, dengan menelaah 

pemikiran-pemikiran pada pengetahuan hukum, penulis akan 

 
35 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 102 
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mencari gagasan yang menghasilkan pemahaman hukum hukum, 

persepsi hukum, dan nilai-nilai hukum yang sesuai dengan 

penerapannya. Penangkapan akan pemikiran-pemikiran dan dalil-

dalil tersebut merupakan pijakan untuk penulis guna menyusun 

suatu argumentasi hukum dalam menyelesaikan permasalahan 

yang sedang diteliti.36 

c. Pendekatan Sejarah Hukum (Historical Approach), Pendekatan 

historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga 

hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu 

peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke 

waktu. Di samping itu, melalui pendekatan demikian peneliti juga 

dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang 

melandasi aturan hukum tersebut.37 

d. Pendekatan Filsafat Hukum (Philosopycal Approach), digunakan 

untuk menganalisis isu hukum yang mengandung permasalahan 

hukum/pertanyaan hukum secara menyeluruh, spekulatif tetapi 

mendasar. Dengan pendekatan filsafat yang menyeluruh, 

mendasar, dan spekulatif, maka penjelajahan filsafat akan 

mengupas isu hukum dalam penelitian hukum normative secara 

radikal dan mendalam.38 

 
36 Ibid, hlm. 105 
37 Ibid, hlm. 137 
38 Johnny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayu 

Media, 2005, hlm. 267 
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e. Pendekatan Kasus (Case Approach), Pendekatan kasus bertujuan 

untuk mempelajari penerapan norma-norma hukum positif dalam 

praktik hukum, terutama kasus-kasus yang telah diputus 

sebagaimana yang dapat dicermati dalam yurisprudensi terhadap 

perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.39 

f. Pendekatan Futuristik, bahwa hukum harus bisa mengikuti 

perkembangan zaman, harus dapat mencakup bentuk-bentuk 

kegiatan hukum, maupun tindakan melawan hukum yang baru 

akan ada di masa depan.40 

4. Pengumpulan Bahan Penelitian 

Pengumpulan bahan penelitian tesis dengan metode 

pengumpulan bahan penelitian kepustakaan, meliputi: 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat 

autoritatif, artinya bahan tersebut mempunyai otoritas.41 Bahan-

bahan hukum primer didapatkan langsung dari sumber pertama 

sebagai subjek penelitian yaitu meliputi Peraturan Perundang-

undangan di Indonesia berupa Undang-undang, Peraturan Presiden 

Pengganti Undang-undang, Peraturan Presiden dan regulasi 

sebagainya yang berkaitan dengan Pemutusan Perjanjian Kerja 

 
39 Peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., hlm. 119 
40Ibid, hlm. 96 
41 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta, Prenadamedia Group, 

2014, 

hlm 181 
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Secara Sepihak Oleh Perusahaan Dengan Alasan Terjadinya 

Wabah Penyakit (Covid-19), yang terdiri dari: 

a) Peraturan Dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945); 

b) Undang-Undang dan peraturan pelaksana undang-undang, 

yaitu: 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah 

Penyakit Menular, Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3273; 

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4279; 

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang 

Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5063; 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta 

Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573; 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang 

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, dan Waktu 

Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6647; 

7. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 2020 

tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan 

Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan 

COVID-19; 

8. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor. 

M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian THR 

Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan dalam Masa 

Pandemi COVID-19 

2) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum berupa dokumen-

dokumen resmi, buku-buku dari hasil-hasil penelitian yang 

berwujud laporan, jurnal, dan lainnya42 yang digunakan untuk 

memberi penjelasan yang berhubungan dengan bahan hukum 

primer yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian 

ini. 

 

42 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI-Press, 2006, hlm. 12 
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3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan 

penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder,43 antara lain 

kamus, ensiklopedia, dan sebagainya yang yang ada relevansinya 

dengan isu hukum dalam penelitian ini agar diperoleh informasi 

terbaru, relevan dan mutakhir. 

5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian 

Selanjutnya bahan-bahan hukum yang diperoleh tersebut 

diolah dengan cara mengklarifikasi atau mengelompokkan bahan-

bahan hukum melalui proses inventarisasi dan deskripsi sistematis 

bahan penelitian dengan penghimpunan, menata dan memaparkan 

bahan penelitian untuk menentukanaturan hukum tersebut. Mengacu 

pada tata cara pengolahan bahan-bahan hukum menurut Marck Van 

Hoecke, pengolahan bahan-bahan hukum juga dapat dilakukan dengan 

cara menstrukturkan, mendeskripsikan, dan mensistematisasi bahan-

bahan hukum tersebut dalam tiga tataran, yaitu:44 

a. Tataran Teknis 

Tataran Teknis, yaitu menghimpun, menata, dan memaparkan 

peraturan hukum hierarki sumber hukum untuk membangun 

landasan legitimasi dalam menafsirkan peraturan hukum dengan 

menerapkan metode logika, sehingga tertata dalam suatu sistem 

yang koheren. 

 

43 Ibid, hlm. 13 
44 Marck Van Hoecke dalam Bernard Arief Sidharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu 

Hukum, Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm. 39 
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b. Tataran Teleologik 

Tataran Teleologik, yaitu sistematisasi peraturan hukum 

berdasarkan substansi hukum, dengan cara memikirkan, menata 

ulang dan menafsirkan material yuridis dalam perspektif teleologis, 

sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang, dengan 

menerapkan metode teleologis sebagai patokan sistematisasi 

internalnya. 

6. Teknik Bahan Penelitian Dan Penarikan Kesimpulan 

Analisis terhadap bahan penelitian berupa bahan-bahan hukum 

yang dikumpulkan dan diolah dilakukan menurut cara-cara analisis 

atau penafsiran (interpretasi) hukum yang dikenal, yaitu: penafsiran 

autentik, penafsiran tata bahasa (gramatikal), penafsiran sejarah 

perundang-undangan atau sejarah hukum, penafsiran sistematis, 

penafsiran sosiologis dan penafsiran fungsional. 

Bahan-bahan yang telah berhasil diperoleh kemudian akan 

diseleksi secara deskriptif kualitatif, yaitu bahan yang telah 

dikumpulkan akan diolah, dipisah-pisahkan menurut kategori masing-

masing dan kemudian ditafsirkan dalam usaha mencari jawaban 

masalah penelitian.45 

Penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah menggunakan logika berpikir deduktif, yakni penalaran yang 

berlaku umumpada masalah tertentu dan konkret dihadapi. Oleh 

 
45 Peter Mahmud Marzuki. Op.Cit., hlm. 95 
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karena itu, proses yang terjadi adalah konkretisasi karena hal-hal yang 

dirumusi secara umum diterapkan pada keadaaan khusus. Aturan-

aturan umum ini dijabarkan dalam wujud aturan-aturan hukum yang 

lebih konkret sehingga dapat ditafsirkan dan disimpulkan secara lebih 

khusus guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini.46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
46 Jhony Ibrahim, Op.Cit., hlm.197 
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